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PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kemenhan Tekankan RUU Anti-penghilangan Paksa Tak Berlaku Surut

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan
Undang-Undang  tentang  Pe-
ngesahan Konvensi Internasio-
nal untuk Perlindungan Semua
Orang dari Penghilangan Paksa,
yang  setelah disahkan  tidak
berlaku surut, menjadi salah
tu penekanan  Kementeriz
Pertuhanan memb
rancangan undang-undang ter-

sebut dengan Komisi T DPR,
Kementerian  vang  dipimpin
Prabowo  Subianto  itu juga

huwahi luh  sutu

M rancangan aturan

yang menyebutkan penyele
an per:

salan di forum: inter-
rus disetujui oleh
s terlibal.

i disampaikan oleh Di-
rektur Jenderal Strategi Per-
tahanan  Kementerian  Perta-
nhan) Bambang
dengar
i 1 DPR,
Jakarta,

pendapat dengan Ko
di Ged rlemen.
2023),

n Bambang, hadir pula
ili pemerintah Pe
na Tugas Direktur  Jenderal

s1 Manusia (HAM) Ke-
an Hukum dan HAM
(Kemenkumbam)  Mualimin
Abdi, Pelaksana Tugas Direktur
Peraturan Perundang-Undang-
an - Kemenkumham nh.lhdlhl
Putra, Deputi V' Kantor 3
Presiden Jaleswa

i, dan

mokrasi, HAM, kesejahte
umum. lingkungan hidup, hu-
kum ‘mtm onal, dan kebi-
ol

pengejawantahan
manusia. ratifikasi

hak

Konwensi Internasional untuk
mdungun Semua Orang
k

Kementerian Pertahanan, pe-
n;.x\\h.nn konvensi  ICPED

i Semua Orang d
gan Paksa) ini ha-

i Penghi

rus menerapkan prinsip tidak
berlaku surut atau nonrcktro-
aktif” kata Bambang.

[a mengutip Pasal 2 dalam
RUU tersebul yang menyebul-
kan,  undar
pada tangeal  diundangks
la _|ug.| menyampaikan lJ\\]ww.u
sesuai konstil hak-untuk ti-
dak dituntut hukum yang
tak berlaku surutadalah HAM
yvang tidak bisa dikurangi pe-
menuhannya dalam keada
apEa pun

1, Bambang meng-

a |r|~.|mwk| hi pula norma dalam
konvensi - yang  menyebutkan
Dahwa ketika ada ketid
ki
dibawa ke tingk
hanya jika ada kesep: dk\ﬂ\ln se-

mua pihak yang terlibat.

imlah anggota DPR-me-
an kepeduliannya terkait
kesiapan Indonesia meratifilasi
konvensi tersebut,

Namun, anggota Komisi |
DPR 11.n1 i Partai Demo-
< kusumah, mem-
i apakah implikasi

pertany:

Apakah Indonesia
sudah siap untuk
menjalankan
konvensi secara
Konsisten?

Desy Ratnasan

si-itu bisa_mer
|n(\m1z i, terutama ter-
kait masalah Papua i mana
banyak pihak kerap mengang-
kat dsu-isu LAM.

Menurut  Bambang, justru
ratifikasi meneguhkan komit-
men terhadap standar HAM in-
ternasional. "Mabes TNI akan
meningkatkan penegakan hu-
kum dan HAM lewal pembe-
kalan dan pendidikan,” kata
Bambang,

Komisi [ DPR dari Fraksi
Partai Amanat Nasional,
Ratnasari, juga memperlanyak-
an apakah Indonesia sudah siap

untuk menjalankan  konvensi
SCC konsisten. Ta juga mem-
pertunyvakan apa ada  akibat
]mgaun;, jika Indonesia tidak
meratifikasi sual ini

Wakil Ketun Komisi [ DI'R
dari Fraksi artai Keadilan Se-
Jjahtera Abdul Kb
i ju ngparishy
ta hahwa bhanvak ne
menyatakan dirin
TIAM, seperti Ame
dan Inggris, tetapi ternya
lum meratifikast konve

Menguatkan perlindungan
Menur ul Mu.]imlm Al n!l ra-

am ]r(‘rilmhml\, n wi
hadap  praktik penghilangan
paksa yang lebih komprehensif.
Banyak pihak yang akan ter-
hl:(luna‘l perti pelapor, saksi,
keluarga, dan kuasa hukum pi-
hak wang hilang, Sclain meng-
.H.lll])\l pengaturan yang lebih
aturan ini juga menye-
tkan me
hagi korban dan kelu

"Rat 1 hanya berlaku se
jak disahkannya melalui
Konvensi ICPED dan tidak ber-
Taku surut,” ujar

Konvensi 1C I’hl) ini satu-sa-
tunya dari sembilan konvensi
tentang HAM vang belum di-
ratifikasi Indonesia.  Delapan
konvensi HAM yang telah di-
ratifikasi  sebelumnya e
Konvensi Internasional Hak Si-
pil dan Politik, Konvensi In-
ternasional Ekonomi,
sial, dan  Bu Konv
Penghapusan  Segala  Bentuk
Diskriminasi terhadap Perem-
puan, Konvensi Menentang P
nyiksaan dan Pel
Penghukuman [
Jam, Tidak Mani

Merendahkan Martabat Manu-
sin, dan Konvensi Hak Penyan-
itu,

dang  Disabi ‘uh.m:
Konvensi
Perlindungan  Buruh I
dan Keluarganya, dan Konvensi
Anti Diskriminasi Rasial.
Maka, lanjut Mualimin, ra-
tifikasi konvensi itu penting un-
tuk  semakin  menunjukkan

bahwa negara hadir, menghor-
mati, melindung, menegakkan,
dan memajukan HAM di dalam
negeri. [a her]m'.lu dalam wak-

|'LIlL Ppascara-
in merujuk sant kmm-n—
sehelumnya dir:
Semua butuh proses in-
i lanjutan. Konvensi
yang sifatnya intern. itu
tidak langsung diterapkan. Se-
tiap neg;
nerapEn se:
kum dan

ra perlu membuat pe-
kebutuhan hu-
wakatnya.

sisi hukum pi-

pidana  penghilangan
paksa telah diadopsi dalam Pa-
1599 Huruf d KUHT, Pasal ini
diadopsi dari UU No 26/2000
tentang Pengadilan HAM. Se
mentara dikaitkan deng
kasus pelanggaran HAM berat,
penghilangan orang secara pak-
telah diatur dalam UL Peng-

HAM dengan unsur si-
tik dan meluas, (KN




